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Abstrak
	Pembangunan di bidang ketenagakerjaan dilakukan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja sehingga akan semakin meningkatkan pembangunan nasional. Pembangunan di bidang ketenagakerjaan salah satunya dilaksanakan dengan pemagangan. Pemagangan dilaksanakan antara pengusaha dengan tenaga kerja program pemagangan dengan didasari suatu perjanjian tertulis. Perjanjian pemagangan yang dibuat tidak tertulis akan berakibat status tenaga kerja program pemagangan berubah menjadi pekerja/buruh biasa di sebuah perusahaan. Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk menganalisis akibat hukum dari perjanjian pemagangan yang dibuat tidak tertulis di PT. Putra Mandiri Intipack menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta status apakah yang akan diterima oleh tenaga kerja program pemagangan bila perjanjian pemagangannya tidak tertulis. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini dengan menggunakan metode preskriptif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, dapat disimpulkan secara garis besar bahwa pemagangan di PT. Putra Mandiri Intipack yang tidak didasarkan atas perjanjian pemagangan tertulis adalah batal demi hukum. Akibat hukum dari tidak tertulisnya perjanjian tersebut adalah status tenaga kerja program pemagangan berubah menjadi pekerja/buruh biasa di sebuah perusahaan, dalam hal ini yakni Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).
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Abstract
Development in the field of manpower to improve the quality of the labor that will increase the national development. One of them with apprenticeship. Apprenticeship labor performed by an apprenticeship program to gain skills and experience in the world of work. Apprenticeship conducted between employers and labors with the apprenticeship program is based on a written agreement. Apprenticeship unwritten agreement will be make the labors status change to be a labor at a company. The purposes of the research are to analyze the legal consequenses of apprenticeship unwritten agreement in PT. Putra Mandiri Intipack according to law number 13 year 2003 concerning manpower, then what is the status to be received by apprenticeship labor if it is using unwritten apprenticeship agreement. This research is a normative legal research. The approach uses are statute approach and conceptual approach. The type of legal materials use the primary, secondary and tertiary legal materials. Collection method of legal materials in this research are using study of library on legal materials. Legal material processing techniques in the research are the selection of primary, secondary and tertiary legal materials. Technical analysis of legal materials in this research by using prescriptive. Based on the research results that have been obtained, it can be concluded that in general terms that apprenticeship in PT. Putra Mandiri Intipack are based apprenticeship unwritten agreement is null and void. The legal consequences of the unwritten agreement is apprenticeship labor status change to be a labor at PT. Putra Mandiri Intipack, in this case become  Labor Agreement Specific Time.
















Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik secara materil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Alinea keempat pembukaan UUD 1945 menyebutkan bahwa tujuan dari pembentukan negara Indonesia adalah : 
Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban  dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Penjabaran dari tujuan negara tersebut tertuang dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Selanjutnya Pasal 28 d ayat (2) UUD 1945 juga menyatakan: “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Kedua pasal tersebut di atas dapat diartikan bahwa pemerintah sangat memperhatikan usaha-usaha perlindungan bagi kesejahteraan tenaga kerja. Hal ini diperkuat dengan pendapat Koko Kosidin yang menyatakan bahwa:
Indonesia adalah suatu negara hukum dalam arti luas (negara kesejahteraan) yang sangat memperhatikan perlindungan hukum bagi setiap warga negaranya dan sebagai suatu negara kesejahteraan Indonesia juga sangat memperhatikan upaya-upaya ke arah terciptanya kesejahteraan rakyat.​[1]​
Guna tercapainya kesejahteraan masyarakat diperlukan adanya suatu pembangunan nasional yang merata dan berkelanjutan di segala bidang, salah satunya yaitu di bidang ketenagakerjaan. Pembangunan nasional tersebut tidak lepas dari peranan tenaga kerja karena selain sebagai pelaku, tenaga kerja juga termasuk objek pembangunan nasional itu sendiri yaitu pembangunan di bidang ketenagakerjaan. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran serta tenaga kerja dalam pembangunan nasional, oleh karena itu perlu adanya pembangunan di bidang ketenagakerjaan.
Pembangunan di bidang ketenagakerjaan dilakukan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja sehingga akan semakin meningkatkan pembangunan nasional pada umumnya. Tenaga kerja adalah salah satu sumber daya manusia yang penting mengingat peran sertanya dalam pembangunan nasional, dengan demikian perlu adanya pelatihan-pelatihan khusus guna meningkatkan kualitas tenaga kerja yang mampu membawa kemajuan dalam pembangunan nasional.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan) merupakan regulasi yang mengatur mengenai ketenagakerjaan di Indonesia yang mulai berlaku pada tanggal disahkannya oleh Presiden Republik Indonesia yang menjabat pada saat itu yaitu Megawati Soekarno Putri pada tanggal 25 Maret 2003 yang di dalamnya terdapat pengaturan mengenai pelatihan kerja yaitu dalam Bab V. Pelatihan kerja sebagaimana tercantum dalam Bab V UU Ketenagakerjaan mempunyai arti penting dalam memajukan pembangunan nasional yaitu dalam menciptakan tenaga kerja yang berkualitas sehingga akan mewujudkan kesejahteraan bagi tenaga kerja itu sendiri.
Pengertian Pelatihan kerja sebagaimana tertulis dalam Pasal 1 angka 9 UU Ketenagakerjaan adalah :
Keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat ketrampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
Ketentuan Pasal 11 UU Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa “Setiap tenaga kerja berhak memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya melalui pelatihan kerja”. 
Pelaksanaan pelatihan kerja disesuaikan dengan kebutuhan serta kesempatan yang ada di perusahaan agar tidak mengganggu kelancaran kegiatan perusahaan. Pelatihan kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas kerja dan kesejahteraan.
Pelatihan kerja diselenggarakan oleh Lembaga Pelatihan Kerja (selanjutnya disebut LPK) baik LPK pemerintah maupun LPK swasta. Pelatihan kerja dapat diselenggarakan di tempat pelatihan atau di tempat kerja. Lembaga pelatihan kerja pemerintah dalam menyelenggarakan pelatihan kerja dapat bekerja sama dengan swasta.
Pelatihan kerja selain melalui LPK dapat sdiselenggarakan dengan sistem pemagangan. Menteri tenaga kerja dapat mewajsibkan kepada perusahaan yang memenuhi persyaratan untuk melaksanakan program pemagangan. Untuk melaksanakan program pemagangan, menteri tenaga kerja harus memperhatikan kepentingan-kepentingan :
1.	Kepentingan perusahaan, yaitu agar terjamin tersedianya tenaga kerja terampil dan ahli pada tingkat kompetensi tertentu, seperti juru las spesialis dalam air
2.	Kepentingan masyarakat, yaitu untuk membuka kesempatan bagi masyarakat memanfaatkan industri yang bersifat spesifik, seperti teknologi budidaya tanaman dengan kultur jaringan
3.	Kepentingan negara, yaitu untuk menghemat devisa negara, maka perusahaan diharuskan melaksanakan program pemagangan, seperti keahlian membuat alat-alat pertanian modern.​[2]​
Pemagangan dilaksanakan oleh tenaga kerja program pemagangan untuk memperoleh keterampilan serta pengalaman dalam dunia kerja. Pengertian pemagangan menurut Pasal 1 angka 11 UU Ketenagakerjaan adalah :
Bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung dibawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.
Pemagangan dilaksanakan antara pengusaha dengan tenaga kerja program pemagangan dengan didasari suatu perjanjian tertulis. Perjanjian pemagangan tersebut sekurang-kurangnya memuat hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing pihak yaitu pengusaha dan tenaga kerja program pemagangan. Berdasarkan penjelasan Pasal 22 ayat (2) UU Ketenagakerjaan dijelaskan mengenai hak dan kewajiban tenaga kerja program pemagangan maupun pengusaha, dan jangka waktu penyelenggaraan pemagangan sebagai berikut : 
Hak peserta pemagangan antara lain memperoleh uang saku dan/atau uang transpor, memperoleh jaminan sosial tenaga kerja, memperoleh sertifikat apabila lulus di akhir program
Hak pengusaha antara lain berhak atas hasil kerja/jasa peserta pemagangan, merekrut pemagang sebagai pekerja bila memenuhi persyaratan
Kewajiban peserta pemagangan antara lain mentatati perjanjian pemagangan, mengikuti tata tertib program pemagangan, dan mengikuti tata tertib perusahaan
Adapun kewajiban pengusaha antara lain menyediakan uang saku/uang transpor bagi peserta magang, menyediakan fasilitas pelatihan, menyediakan instruktur, dan perlengkapan keselamatan dan kesehatan kerja
Jangka waktu pemagangan bervariasi sesuai dengan jangka waktu yang diperlukan untuk mencapai standar kompetensi yang ditetapkan dalam program pelatihan pemagangan.
Apabila penyelenggaraan pemagangan yang dilakukan antara pengusaha dengan tenaga kerja program pemagangan yang dilakukan tidak berdasarkan perjanjian pemagangan, maka akan berakibat pada penyelenggaraan pemagangan tersebut dianggap tidak sah dan status tenaga kerja program pemagangan berubah menjadi pekerja biasa perusahaan tersebut. Berubahnya status tenaga kerja program pemagangan menjadi pekerja biasa, maka yang bersangkutan berhak atas segala sesuatu yang diatur dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama sesuai Pasal 22 Ayat (1) s/d (3) UU Ketenagakerjaan.
Permasalahannya adalah kategori pekerja berdasarkan perjanjian kerja dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (selanjutnya disebut PKWTT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (selanjutnya disebut PKWT). PKWTT merupakan perjanjian kerja yang tidak ditentukan waktunya dan bersifat tetap. PKWTT juga dapat dibuat secara lisan dan tertulis tanpa harus mendapatkan pengesahan dari instansi ketenagakerjaan. Hal ini berbeda dengan PKWT yang mana wajib dibuat secara tertulis dan didaftarkan di instansi ketenagakerjaan. PKWT hanya dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu.
Pasal 22 UU Ketenagakerjaan dan penjelasannya tidak menyebutkan kategori apa yang akan diterima oleh tenaga kerja program pemagangan dalam hal perjanjian pemagangannya tidak tertulis. Hal ini menimbulkan kekosongan hukum sehingga perlu pemecahan berdasarkan kajian akademis.
Salah satu perusahaan yang mengadakan program pemagangan adalah PT. Putra Mandiri Intipack yang beralamat di Ds. Watesari Kec. Balongbendo Sidoarjo. PT. Putra Mandiri Intipack bergerak di bidang kemasan atau pengepakan. Data pada tahun 2013 menyebutkan terdapat 16 tenaga kerja program pemagangan yang berasal dari beberapa daerah di Jawa Timur dengan status pendidikan terakhir adalah lulusan SMA/SMK sederajat. Pelaksanaan pemagangan sebagai bentuk penyelenggaraan pelatihan kerja di PT. Putra Mandiri Intipack didasarkan pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep.261/MEN/XI/2004 tentang Perusahaan yang Wajib Melaksanakan Pelatihan Kerja (selanjutnya disebut KEPMEN Kep.261/MEN/XI/2004). Pasal 2 KEPMEN Kep.261/MEN/XI/2004 menyatakan bahwa “Perusahaan yang wajib meningkatkan kompetensi pekerja/buruhnya melalui pelatihan  kerja  adalah  perusahaan yang mempekerjakan 100 (seratus) orang pekerja/buruh atau lebih”.
Observasi awal yang telah dilakukan peneliti menemukan fakta bahwa tidak adanya perjanjian tertulis dalam pelaksanaan pemagangan di PT. Putra Mandiri Intipack sesuai dengan Pasal 11 PERMENKERTRANS 22/MEN/IX/2009 yang menyatakan bahwa “Penyelenggaraan pemagangan dilaksanakan atas dasar perjanjian tertulis antara peserta pemagangan dengan perusahaan”. Penyelenggaraan pemagangan di PT. Putra Mandiri Intipack yang tidak didasarkan pada perjanjian tertulis menurut Pasal 22 ayat (3) UU Ketenagakerjaan dinyatakan tidak sah, sehingga status tenaga kerja program pemagangan berubah menjadi pekerja/buruh biasa. Sebagai konsekuensinya maka tenaga kerja program pemagangan berhak atas segala hal yang diatur dalam peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama. Pernyataan diatas semakin menambah semangat dan antusias penulis untuk melakukan penelitian mengenai pemagangan agar dapat diketahui apakah pelaksanaan pemagangan telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan awal secara maksimal atau setidak-tidaknya telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku. Maka penulis tertarik menulis skripsi yang berjudul, “TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERJANJIAN PEMAGANGAN TIDAK TERTULIS (Studi Kasus Di PT. Putra Mandiri Intipack ”.

METODE
Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kostruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, dan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.​[3]​ Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.​[4]​
Penelitian ini menggunakan yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif karena terjadi kekosongan norma yang mengatur mengenai status tenaga kerja program pemagangan yang berubah status menjadi pekerja biasa sebagai akibat dari perjanjian pemagangan yang tidak tertulis. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Konsep. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Selanjutnya, data-data diperoleh melalui studi pustaka dengan cara membaca, mempelajari, mengkaji, menelaah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan masalah sebagai pisau analisis dalam menjawab rumusan permasalahan yang diajukan dalam penulisan skripsi ini. Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan, diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan metode preskriptif. Sifat analisis ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil yang telah dilakukan. Argumentasi disini dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogianya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.

Hasil Penelitian
PT. Putra Mandiri Intipack merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pengepakan. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 2006 dengan beralamat Ds. Watesari Kec. Balongbendo Sidoarjo. Perusahaan ini memiliki sekitar 726 pekerja/buruh yang terbagi dalam beberapa posisi atau jabatan yang bekerja dalam setiap hari. Jumlah 726 pekerja/buruh terbagi dalam beberapa posisi atau jabatan di PT. Putra Mandiri Intipack, yakni direktur utama, wakil direktur utama, manajer, kepala bagian personalia, kepala bagian produksi, wakil kepala bagian personalia, supervisor, koordinator printing, koordinator dry, koordinator sliter, koordinator rewinder, teknisi, pengawas packing (pengemasan) barang, pekerja pengemasan barang, pengawas operator pabrik, operator pabrik, pekerja di bagian gudang bahan mentah, pekerja di bagian gudang barang jadi, pekerja di bagian pemuatan barang, sopir, satpam hingga petugas kebersihan.​[5]​
Setiap tahun dilaksanakan program pelatihan-pelatihan di PT. Putra Mandiri Intipack guna meningkatkan kualitas tenaga kerja. Salah satu bentuk dari pelatihan-pelatihan tenaga kerja tersebut dapat diselenggarakan dengan sistem pemagangan. Tercatat pada tahun 2013 terdapat 16 orang tenaga kerja program pemagangan yang mengikuti pemagangan di PT. Putra Mandiri Intipack. Tenaga kerja program pemagangan yang mengikuti pemagangan di PT. Putra Mandiri Intipack berasal dari beberapa daerah di Jawa Timur dengan status pendidikan terakhir adalah lulusan SMA/SMK sederajat. Tenaga kerja program pemagangan yang mengikuti pemagangan di PT. Putra Mandiri Intipack belum memiliki kemampuan sama sekali. Oleh karena itu mereka mengikuti pemagangan untuk mendapatkan keterampilan dari pelatihan-pelatihan yang mereka lakukan di PT. Putra Mandiri Intipack.
Ketika tenaga kerja program pemagangan mengikatkan diri dengan perusahaan penyelenggara program pemagangan untuk melakukan suatu pekerjaan, menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing para pihak. Kesepakatan antara tenaga kerja program pemagangan dengan perusahaan penyelenggara program pemagangan untuk melakukan suatu pekerjaan dinyatakan dalam sebuah perjanjian. Perjanjian tersebut dikenal dengan perjanjian pemagangan. Konsep perjanjian pemagangan tidak berbeda jauh dengan konsep perjanjian kerja pada umumnya. Hal yang membedakan antara keduanya adalah perjanjian pemagangan harus dibuat tertulis, sedangkan perjanjian kerja dapat dibuat tertulis maupun tidak tertulis.
Keharusan untuk menuangkan perjanjian pemagangan dalam bentuk tertulis termuat dalam Pasal 22 ayat (1) UU Ketenagakerjaan. Apabila sebuah pemagangan yang tidak didasari sebuah perjanjian tertulis, maka status tenaga kerja program pemagangan berubah menjadi pekerja/buruh biasa. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di PT. Putra Mandiri Intipack, perjanjian pemagangan antara tenaga kerja program pemagangan dengan PT. Putra Mandiri Intipack dibuat tidak tertulis.   
Pemagangan di PT. Putra Mandiri Intipack yang tidak didasari perjanjian tertulis bertentangan dengan apa yang termuat dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 22 ayat (1) UU Ketenagakerjaan. Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pemagangan tidaklah sama dengan hak dan kewajiban pekerja/buruh perusahaan PT. Putra Mandiri Intipack. Berdasarkan penjelasan Pasal 22 ayat (2) UU Ketenagakerjaan dijelaskan mengenai hak dan kewajiban tenaga kerja program pemagangan maupun pengusaha, dan jangka waktu penyelenggaraan pemagangan sebagai berikut : 
Hak peserta pemagangan antara lain memperoleh uang saku dan/atau uang transpor, memperoleh jaminan sosial tenaga kerja, memperoleh sertifikat apabila lulus di akhir program
Hak pengusaha antara lain berhak atas hasil kerja/jasa peserta pemagangan, merekrut pemagang sebagai pekerja bila memenuhi persyaratan
Kewajiban peserta pemagangan antara lain mentatati perjanjian pemagangan, mengikuti tata tertib program pemagangan, dan mengikuti tata tertib perusahaan
Adapun kewajiban pengusaha antara lain menyediakan uang saku/uang transpor bagi peserta magang, menyediakan fasilitas pelatihan, menyediakan instruktur, dan perlengkapan keselamatan dan kesehatan kerja
Jangka waktu pemagangan bervariasi sesuai dengan jangka waktu yang diperlukan untuk mencapai standar kompetensi yang ditetapkan dalam program pelatihan pemagangan.
Hak tenaga kerja program pemagangan di PT. Putra Mandiri Intipack sesuai dalam peraturan tersebut di atas tidak sepenuhnya terpenuhi. Hak tenaga kerja program pemagangan di PT. Putra Mandiri Intipack tersebut di atas meliputi : 
1.	Memperoleh uang saku dan/atau uang transpor
2.	Memperoleh sertifikat bila lulus di akhir program
3.	Memperoleh fasilitas keselamatan kerja
Berbeda dengan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pemagangan, hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerja lebih terperinci. Sesuai termuat dalam  pasal 54 UU Ketenagakerjaan, perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang kurangnya harus memuat:
1.	Nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha
2.	Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh
3.	Jabatan atau jenis pekerjaan
4.	Tempat pekerjaan
5.	Besarnya upah dan cara pembayarannya
6.	Syarat syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh
7.	Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja
8.	Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dani. tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.
Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerja antara pekerja/buruh dan PT. Putra Mandiri Intipack antara lain : Memperoleh Tunjangan Tidak Tetap (3T), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan), Fasilitas Keselamatan Kerja, Tunjangan Hari Raya, dll.

Analisis dan Pembahasan 
1.	Akibat Hukum Perjanjian Pemagangan Tidak Tertulis Menurut UU Ketenagakerjaan




Untuk sahnya sebuah perjanjian kerja, maka pembuatnya harus memenuhi syarat materiil (Pasal 52, Pasal 55, Pasal 58, Pasal 59, dan Pasal 60 UU Ketenagakerjaan) dan syarat formil (Pasal 54 dan Pasal 57 UU Ketenagakerjaan). Berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU Ketenagakerjaan secara materiil perjanjian kerja dibuat atas dasar :
a.	Kesepakatan kedua belah pihak
b.	Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum
c.	Adanya pekerjaan yang diperjanjikan, dan
d.	Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Huruf a dan huruf b adalah syarat subjektif, yang mana bila tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan. Artinya, salah satu pihak (yang tidak cakap) memiliki hak untuk meminta agar perjanjian itu dibatalkan oleh hakim. Perjanjiannya sendiri tetap mengikat kedua belah pihak selama tidak dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi (pihak yang cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas). Kemudian huruf c dan huruf d adalah syarat objektif, yang mana bila tidak terpenuhi maka perjanjian batal demi hukum. Artinya dari semula dianggap tidak pernah ada perjanjian atau perikatan, sehingga para pihak tidak memiliki dasar untuk saling menuntut di muka sidang pengadilan. Bila perjanjian dibuat dengan anak di bawah umur, tidak serta merta membuat perjanjian tersebut batal demi hukum, tapi harus dimintakan pembatalannya ke Pengadilan Negeri. Ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU Ketenagakerjaan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian juga telah termuat sebelumnya dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang menyatakan bahwa syarat sahnya suatu perjanjian antara lain:
a.	Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
b.	Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
c.	Suatu hal tertentu
d.	Suatu sebab yang halal
Selanjutnya, Pasal 51 ayat (1) UU Ketenagakerjaan menyebutkan perjanjian kerja dapat dibuat tertulis dan tidak tertulis. Perjanjian kerja yang dibuat tertulis atau tidak tertulis tetap mengikat para pihak dan tidak menghilangkan hak dan kewajiban para pihak yang bersepakat. Untuk kemudahan dikemudian hari bila terjadi perselisihan di muka pengadilan, maka perlu suatu perjanjian dibuat secara tertulis. Pasal 51 ayat (2) UU Ketenagakerjaan menyatakan bahwa perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berbeda dengan perjanjian kerja yang dapat dibuat tertulis maupun tidak tertulis, perjanjian pemagangan harus dibuat secara tertulis sesuai Pasal 22 ayat (1) UU Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa : “Pemagangan dilaksanakan atas dasar perjanjian pemagangan antara peserta dengan pengusaha yang dibuat secara tertulis”.
Perjanjian kerja dengan perjanjian pemagangan memiliki perbedaan yang jelas dan tidak bisa dipersamakan. Pengertian perjanjian kerja termuat dalam Pasal 1 angka (14) UU Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa : “Perjanjian kerja ialah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak”. Selanjutnya pengertian perjanjian pemagangan termuat dalam Pasal 1 angka (10) PERMENKERTRANS 22/MEN/IX/2009 yang menyebutkan bahwa : “Perjanjian pemagangan adalah perjanjian antara peserta pemagangan dengan penyelenggara pemagangan yang dibuatsecara tertulis yang memuat hak dan kewajiban serta jangka waktu pemagangan”.
Para pihak yang terkait dalam perjanjian kerja dan perjanjian pemagangan juga tidak dapat dipersamakan. Para pihak dalam perjanjian kerja adalah pekerja/buruh dan pengusaha, sedangkan para pihak dalam perjanjian pemagangan adalah tenaga kerja program pemagangan dan perusahaan penyelenggara program pemagangan. Pekerja/buruh berbeda dengan tenaga kerja program pemagangan. Tenaga kerja program pemagangan termasuk tenaga kerja di luar hubungan kerja dan bukan merupakan pekerja/buruh suatu perusahaan. Pengertian tenaga kerja ini lebih luas dibandingkan dengan pengertian pekerja/buruh karena pengertian tenaga kerja mencangkup pekerja/buruh, yaitu tenaga kerja yang sedang terikat dalam suatu hubungan kerja dan tenaga kerja yang belum bekerja. Sedangkan pengertian pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam ikatan hubungan kerja.
Selanjutnya, dikenal berbagai macam bentuk pemagangan (magang) yakni pemagangan dalam rangka pelatihan kerja, pemagangan untuk tujuan akademis, dan magang untuk pemenuhan kurikulum atau persyaratan suatu profesi tertentu. UU Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa pemagangan merupakan sub-sistem dari pelatihan kerja. Pemagangan dalam rangka pelatihan kerja tersebut dapat dibedakan lagi berdasarkan wilayahnya, yakni pemagangan luar negeri yang diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per-08/Men/V/2008 dan pemagangan dalam negeri yang diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per-22/Men/IX/2009.
Pemagangan menurut Pasal 1 angka 11 UU Ketenagakerjaan adalah : 
Bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu. 
Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan salah satu pihak perwakilan tenaga kerja program pemagangan di PT. Putra Mandiri Intipack, perjanjian pemagangan dibuat tidak tertulis. Ini membuat posisi pihak tenaga kerja program pemagangan berada dalam posisi yang lemah. Sebab tenaga kerja program pemagangan tidak bisa memiliki alat bukti yang kuat pada saat terjadinya suatu permasalahan.
Perjanjian mempunyai kekuatan hukum apabila telah memenuhi syarat-syarat perjanjian yang telah ditentukan oleh undang-undang. Perjanjian yang telah memenuhi syarat yang ada dalam undang-undang diakui oleh hukum, sebaliknya perjanjian yang tidak memenuhi syarat yang ada dalam undang-undang tidak diakui oleh hukum walaupun diakui oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, untuk sahnya suatu perjanjian para pihak harus memenuhi syarat-syarat tersebut dibawah ini yaitu :
a.	Kesepakatan para pihak 
Sepakat yang dimaksudkan bahwa subyek yang mengadakan perjanjian harus bersepakat, setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain, jadi mereka menghendaki sesuatu secara timbal balik. Perjanjian pemagangan yang terjadi antara para pihak yakni tenaga kerja program pemagangan dan perusahaan penyelenggara program pemagangan di PT. Putra Mandiri Intipack telah memenuhi ketentuan mengenai kesepekatan para pihak. Tenaga kerja program pemagangan dalam melaksanakan perjanjian pemagangan dilakukan tanpa adanya paksaan dari perusahaan penyelenggara program pemagangan dalam hal ini adalah PT. Putra Mandiri Intipack.
b.	Kecakapan para pihak
Orang yang mengadakan perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada asasnya setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikiranya adalah cakap menurut hukum. Menurut Pasal 1320 KUH Perdata yang dimaksudkan cakap menurut hukum adalah mereka yang telah berumur 21 tahun atau belum berumur 21 tahun tetapi telah kawin atau pernah menikah. Batasan cakap menurut hukum ketenagakerjaan berbeda dengan batasan cakap menurut KUH Perdata. Cakap menurut UU Ketenagakerjaan adalah mereka yang telah berusia 18 tahun sesuai ketentuan Pasal 1 angka 26 UU Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa : “Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun”. Para pihak dalam perjanjian pemagangan antara tenaga kerja program pemagangan dengan PT. Putra Mandiri Intipack telah memenuhi ketentuan mengenai cakap menurut hukum. Tenaga kerja program pemagangan yang melakukan pemagangan di PT. Putra Mandiri Intipack tahun 2013 berjumlah 16 orang. Sebagian besar tenaga kerja program pemagangan baru lulus dari Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/SMK) yang rata-rata berumur lebih dari 18 tahun. 
c.	Suatu hal tertentu
Suatu hal tertentu maksudnya adalah sudah ditentukan macam atau jenis benda atau barang dalam perjanjian itu. Apa yang diperjanjikan dalam perjanjian pemagangan sudah ditentukan, yakni tenaga kerja program pemagangan melakukan pekerjaan sesuai dengan apa yang sudah diperjanjikan dan perusahaan penyelenggara program pemagangan melakukan kewajibannya untuk membayar tenaga kerja program pemagangan. Apa yang telah diperjanjikan dalam perjanjian pemagangan ini dibuat secara lisan atau tidak tertulis. 
d.	Suatu sebab yang halal
Suatu sebab yang halal adalah isi dari perjanjian itu sendiri. Sebab yang tidak halal adalah berlawanan dengan undang-undang, kesusilaan, ketertiban umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1337 KUH Perdata. Apa yang menjadi isi dari perjanjian pemagangan antara tenaga kerja program pemagangan dengan perusahaan penyelenggara program pemagangan di PT. Putra Mandiri Intipack bertentangan dengan undang-undang, yakni melanggar ketentuan yang termuat dalam Pasal 22 ayat (1) yang mengharuskan perjanjian pemagangan dibuat tertulis.
Berdasarkan penjelasan di atas, perjanjian pemagangan di PT. Putra Mandiri Intipack yang bertentangan dengan undang-undang tidak mememuhi syarat objektif. Apabila syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum atau batal dengan sendirinya, artinya sejak semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian. Jadi, karena tidak terpenuhinya syarat objektif maka perjanjian pemagangan antara tenaga kerja program pemagangan dengan PT. Putra Mandiri Intipack dianggap tidak pernah ada.
Berkaitan dengan syarat obyektif, pada poin 3 (tiga) dijelaskan bahwa perjanjian pemagangan antara tenaga kerja program pemagangan dengan penyelenggara program pemagangan di PT. Putra Mandiri Intipack dibuat secara tidak tertulis. Sesuatu hal tertentu dalam kaitan syarat sahnya suatu perjanjian tidak menyebutkan harus tertulis atau dapat dibuat tidak tertulis, namun bila dikaitkan dengan Pasal 22 ayat (1) UU Ketenagakerjaan yang berbunyi : “Pemagangan dilaksanakan atas dasar perjanjian antara peserta dengan pengusaha yang dibuat secara tertulis”. Selanjutnya dalam Pasal 22 ayat (3) UU Ketenagakerjaan menyatakan bahwa :
Pemagangan yang diselenggarakan tidak melalui perjanjian pemagangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dianggap tidak sah dan status peserta berubah menjadi pekerja/buruh perusahaan yang bersangkutan.
Berkaitan dengan hal tersebut di atas, akibat hukum yang muncul dari tidak tertulisnya perjanjian pemagangan yang termuat dalam KUHPerdata dan UU Ketenagakerjaan memiliki akibat hukum yang berbeda. Akibat hukum yang muncul dari tidak tertulisnya perjanjian pemagangan dalam Pasal 1320 KUHPerdata ialah batal demi hukum, sedangkan dalam Pasal 22 ayat (3) UU Ketenagakerjaan menyatakan bahwa akibat hukum dari perjanjian pemagangan yang tidak tertulis ialah tidak sah. 
Berdasarkan penjelasan di atas, batal demi hukum akibat tidak terpenuhinya syarat objektif memiliki arti bahwa perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum karena dianggap tidak pernah ada suatu perjanjian sehingga perjanjiannya tidak mengikat. Perjanjian yang tidak memenuhi syarat objektif tidak bisa dinyatakan sebagai perjanjian yang tidak sah. Hal ini dikarenakan perjanjian yang tidak memenuhi syarat objektif mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum dan dianggap tidak ada perjanjian sama sekali. Berbeda halnya dengan perjanjian yang tidak sah, perjanjian yang tidak sah masih menimbulkan adanya perjanjian dan dapat berlaku sepanjang tidak adanya pembatalan atau tidak batal demi hukum. 
Perjanjian pemagangan yang wajib dibuat tertulis, pada kenyataannya ternyata dibuat tidak tertulis oleh PT. Putra Mandiri Intipack menjadikannya menjadi bertentangan dengan undang-undang. Bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan inilah yang menurut penulis dapat dimasukkan ke dalam poin d syarat sahnya suatu perjanjian. Akibat yang ditimbulkan dari perjanjian pemagangan tidak tertulis ini memiliki perbedaan bila ditinjau dari KUHPerdata dan UU Ketenagakerjaan. Peneliti berpendapat bahwa dengan tidak tertulisnya perjanjian pemagangan antara tenaga kerja program pemagangan dengan perusahaan penyelenggara program pemagangan di PT. Putra Mandiri Intipack ialah batal demi hukum sesuai yang termuat dalam Pasal 1230 KUHPerdata. Perjanjian pemagangan bila dinyatakan tidak sah oleh UU Ketenagakerjaan sesuai yang termuat dalam Pasal 22 ayat (3) kiranya belum tepat karena tidak tertulisnya perjanjian pemagangan melanggar ketentuan yang termuat dalam Pasal 1230 KUHPerdata yakni bertentangan dengan undang-undang. Tidak terpenuhi salah satu syarat yang termuat dalam Pasal 1320 KUHPerdata tidak berarti perjanjian tersebut tidak sah, melainkan dapat dibatalkan atau batal demi hukum.
2.	Status Pekerja/Buruh Yang Akan Diterima Oleh Tenaga Kerja Program Pemagangan Yang Perjanjian Pemagangannya Tidak Tertulis
Tidak tertulisnya perjanjian pemagangan antara PT. Putra Mandiri Intipack sebagai perusahaan penyelenggara pemagangan dengan tenaga kerja program pemagangan memberikan konsekuensi bahwa status tenaga kerja program pemagangan berubah menjadi pekerja/buruh biasa di perusahaan yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan Pasal 22 ayat (3) UU Ketenagakerjaan menyatakan bahwa :
Pemagangan yang diselenggarakan tidak melalui perjanjian pemagangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dianggap tidak sah dan status peserta berubah menjadi pekerja/buruh perusahaan yang bersangkutan.
Penjelasan Pasal 22 ayat (3) UU Ketenagakerjaan menyatakan bahwa : “Dengan status sebagai pekerja/buruh di perusahaan bersangkutan, maka berhak atas segala hal yang diatur dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama”.
Kekosongan hukum terjadi saat status tenaga kerja program pemagangan berubah menjadi pekerja/buruh perusahaan biasa di perusahaan yang bersangkutan. Tidak dijelaskan dalam UU Ketenagakerjaan status apakah yang akan diterima oleh tenaga kerja program pemagangan. Apakah status tenaga kerja program pemagangan berubah menjadi PKWT atau berubah menjadi PKWTT. Berikut ini akan dijelaskan lebih lanjut mengenai PKWT dan PKWTT.
Sebagaimana yang telah dijelaskan mengenai PKWT dan PKWTT, prinsip dari PKWT yang dapat berubah secara langsung menjadi PKWTT jika perjanjian PKWT dibuat tidak tertulis hampir sama dengan apa yang terjadi pada perjanjian pemagangan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini.
Melalui interpretasi restriktif, seharusnya pengertian pekerja/buruh sebagai konsekuensi berubahnya status tenaga kerja program pemagangan akibat perjanjian pemagangan yang tidak tertulis perlu dibatasi agar tidak terjadi penafsiran berbeda. Pengertian pekerja/buruh terlalu luas sehingga perlu adanya pembatasan bila dikaitkan dengan permasalahan ini. 
Menurut peneliti, tenaga kerja program pemagangan bila berubah status menjadi PKWTT tidaklah sesuai. Hal ini disebabkan karena tenaga kerja program pemagangan belum memenuhi kriteria untuk diangkat menjadi pekerja/buruh tetap. Seseorang bisa diangkat menjadi pekerja/buruh tetap harus memenuhi kriteria yakni sudah memiliki keahlian dan juga memiliki pengalaman kerja. Sementara itu tenaga kerja program pemagangan yang berada di PT. Putra Mandiri Intipack baru saja memulai untuk proses pembelajaran mencari keahlian dan menggali pengalaman serta baru saja lulus. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa tenaga kerja program pemagangan belum pantas untuk menjadi pekerja/buruh tetap di PT. Putra Mandiri Intipack.
Sementara itu, bila tenaga kerja program pemagangan berubah status menjadi PKWT masih bisa dipertimbangkan. Hal ini disebabkan karena pekerja/buruh PKWT hanya dapat diterapkan untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu :
a.	Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya
b.	Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun
c.	Pekerjaan yang bersifat musiman
d.	Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan
e.	Untuk pekerjaan yang bersifat tetap, tidak dapat diberlakukan status karyawan kontrak




Berdasarkan hasil penelitian mengenai pemagangan antara PT. Putra Mandiri Intipack dengan tenaga kerja program pemagangan berdasarkan UU Ketenagakerjaan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pemagangan di PT. Putra Mandiri Intipack dalam beberapa hal tidak sesuai dengan UU Ketenagakerjaan yang artinya tidak dilakukan dengan baik. Ketidaksesuaian ini bisa dilihat dalam pelaksanaan pemagangan yang tidak didasarkan dengan adanya perjanjian pemagangan yang dibuat tidak tertulis. 
Perjanjian pemagangan yang tidak tertulis yang dilakukan oleh PT. Putra Mandiri Intipack dengan tenaga kerja program pemagangan bertentangan dengan perundang-undangan. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) UU Ketenagakerjaan mengharuskan perjanjian pemagangan dibuat tertulis, namun perjanjian pemagangan yang ada di PT. Putra Mandiri Intipack dibuat tidak tertulis. Perjanjian pemagangan yang bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum. Hal ini dikarenakan tidak terpenuhinya syarat objektif sahnya suatu perjanjian. Syarat objektif yang tidak terpenuhi memberikan konsekuensi perjanjian tersebut batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada.
Perjanjian pemagangan antara tenaga kerja program pemagangan dengan PT. Putra Mandiri Intipack yang tidak tertulis mengakibatkan tenaga kerja program pemagangan berubah statusnya menjadi pekerja/buruh biasa di perusahaan. Berubahnya status tenaga kerja program pemagangan menjadi pekerja biasa, maka yang bersangkutan berhak atas segala sesuatu yang diatur dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama sesuai Pasal 22 ayat (3) UU Ketenagakerjaan.
Menurut peneliti, tenaga kerja program pemagangan bila berubah status menjadi PKWT masih bisa dipertimbangkan. Hal ini disebabkan karena pekerja/buruh PKWT hanya dapat diterapkan untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu :
a.	Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya
b.	Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun
c.	Pekerjaan yang bersifat musiman
d.	Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan
e.	Untuk pekerjaan yang bersifat tetap, tidak dapat diberlakukan status karyawan kontrak




Penulis memberikan saran kepada pembaca melalui tulisan ini bahwa diharapkan :
a.	Bagi pengusaha diharapkan dalam pembuatan perjanjian pemagangan harus menyesuaikan dengan UU Ketenagakerjaan mengenai pemagangan yang berlaku agar tidak terjadi permasalahan berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pemagangan.
b.	Bagi tenaga kerja program pemagangan diharapkan dapat lebih memahami mengenai tujuan dari suatu pemagangan dan hak-hak yang melekat pada tenaga kerja program pemagangan agar dalam melaksankan pemagangan tidak terjadi permasalahan yang dapat merugikan para pihak dalam pelaksanaannya.
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